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EATA PENGANTAR
- Dengan ' mengucap syukur ke hadirat Allah S.W.T. atas
rakhmat dan petunJuknya'maka penelitian yang berdudul Pola
Penyelesalan 5Sengketa Hukum bagi'Pédééané di Pasar Johar
Semarang dépaﬁ'kami selesaikaﬁ;[ | | )
Dalam kesempatan ini penéliti menyampalkan terima
kamih dan penghargaan yang aebeéar—besarnya kepada semua
rihak yang turut membantu séhingga ﬁenelitiaﬂ ini.:dapat
berjalan dengan lancar dan laporan ini dapat diselesaikan.
Menyadari bahwa masih banyak» kekuraﬁgan dalam
prenelitian 1ini, karené itu peneliti menyambﬁt gembira
semua kritik dan saran yang bersifat membahgun.
Akhirnya harapan penelitil semoga laporan ini memberi-
kan menfaat bagi pembaca khusuenya sivitas akademika

Universitaé Diponegoro Semarsnsg.

tSemarang, Pebruari 1995
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RINGEKASAN

Magyarakat biesnle memilikl clri prilsku vyeng khss
dslam melskukan hubungen  perdeagangsan. Pertimbangan-
pertimbangan ekonomi’a&ng&t menonjol atsu lebih diutamakan
daripada peretiﬁbangan_lainny&. Aepek-aspek lain eeperti
BEEME, ‘kultur atau lingkungen soeisl tidak banyvak
menentukan dalam melakukan hubunéan perdagangan.

Dii kalangan pedsgeng peasar Johsr Semarang, dalam
ményelesqik&n 'aengketd hﬁkum memilih Jalur  non-hukum
melalul musyawar&h.‘Jadi penyelesalannysa tidak menggunakan
garans hukum (pengadilen). Karens sada. . kekhawatiran akan
kehilangsn patner biesnis. Sarana hukum- skan digunakan
apabila eengketa tersebut esudah mememul jalan buntu id&n
merupakan sengketa yang nilai ekondminya cukuﬁ besar
meekipun dar&ng terdadi.
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ABSTRACT

The buesines socliety has fixed behavior in the
trading réiationship economic coneideration very our
Standing or most priority than othere. Another aspects &=
religion, culture or éooiety sorrounding (environment)
certainly in trading relationship.

Among trader of Johar Semgrang in thelaw suit
choose non - law way, through cémmintment (community).
80 the way does not use court. Becauee affraid loose
Bussines pdrtner. The Judiciariee  will be use, 1f the

law suit has met deadlock. and hae big economic value

enough although 1t eseldom heppen.
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BAB I
PENDAHULUAN

Semakin intenesifnya pertukaran kepentingan antara
anggota masyarsakat yang satu dengan lalinnya akan memakes
hukum untuk tampil dalam rangka memberikan  kerangka
hubungan tersebut. Di sini ‘masalahnya tidak sekedar
hubungan biasa,‘ namun sudah masuk ke dalam persoalan
hukum. Hukum diperlukan untuk dijadikan pedoman tingkah
laku bagil anggota masyarakat tentang eapra eaja vang
seharusnya dan tldak séharusn&a'dilakukan. Beraneka' macam
kepentingan yang ada dalam masyarakat akan mendudukkan
hukum dalam posisi yang sarat dengen persoalan. Selain itu
tuntutan maeyarakat terhadap pesan hukum Juga semakin
rumit (kompleks) sehingga pembuatan hukum dan bekerJanya
hukum mengandung banyak resiko. ~

Bagi masyarakat yang masih sederhan& (pra mcdern)‘
baxangk&li reran hukum tidak begitu menonjol karena reng-
organieasliannya lebih dapat diatasi dengan aturan-aturan
keblasaan setempat. Keadaan masfarakat vang homogen
sebagal salsh satu cirid masyarakat hukum tidak banyak
memerlukan hukum yang sangat ketat. Di eini pembaglan
kerJa belum begitu Jelas sehingga tingkat permasalahannysa

vang timbul Juga tldak terlalu kompleks. Semua persoalan



hanya diselesaikan dengan oara—d&radéradiéional menggunaQ
kan kaldah-kaidah keblasaan dan kes&silaan. Kaidah-kaidah
tersebut sudah ?ukup sebagai bedoman 'ﬁingkah laku dan
sebagal saransa kontrol sosial ataupun ‘sebagai pengendélian
sosial bagl anggota masy&rakatnya.

Peranan hukum sangat dibutuhkan dalam masyarskat yang
ksudah tidak sederhana 1lagl atau kompleks atau bilasa
disebut dengan masyarakat modern.

Maeyarsakat yang sudah tidak homogen tetapl lebih bereifat
heterogen akan membutuhkan pengaturan veng tidak sederhana
lagi; Cara-caras tradisional sudah tidek mampu lagil dalam
mengorganisasikan masyarakat. Pengorganisesian maeyarakat
membutuhkan sarana yang dapat meﬁbefik&n tingkat kepaestian
sehingga lebih Jelae, yaitu hukum. Kaidah hukum memang
tampak lebih jelas sehingga batas—batgs pengaturannya Jjuga
lebih mudah diketahul oleh anggota masyarakat. Memang
dalam tatanan hukum m&syarak&t gendiri yang memiliki dan
menentukan norma-normanya. M&sydrakat melalui badan per-
lengkapran yang khusus dieserahli tugas membuat undang-undang
akantmenyeleksi nilai-nilai dalem masyarakatuntuk kemudian
disngkat eebagal norma hukum. Hal ini menunjukkan bahwa
eebagal clirl norme hukum antara lain rembuatnya dilakukap
éeéara sengaja sehingga sangét teknis. Terdapat kelemahan
pembuatan norma vang demikian 1tu' karensa angggta

maesyarakat yang Ferlibat dalam pembuatan norma = tersebut



sangat terbatas sehingga tidak’ mungﬁin semua gspirasi
anggota masyarakat dapat tertampuhg dalam hukum.
Oleh karena 1itu tiqu mengherankan ‘Jika k&dang—kqdang
hukum vyang dihasilkan tidak sesuail dengan keinginan
masyarakatnya sakibat lebih Jauh akan muncul kesenjangan
hukum (legal gap) artinya terdapat ketidak sesuai&n antara
Apa  yang diinginkan oleh hukum (dae eollen) dengan &pa
vang eesungguhnya terjadi (das sein). Keadaan demlikilan
inilah vyang eeringkali timbul cara-cara . penyelesaian
rerkara menurut eeleras maesyarakat itu eendiri. Scholten
mengatakan bahwa timbul perbedaaén entara law in the book
dan law 1ﬁ action. Untukﬁmengurangi keéenJang&n itu maka
dalém pembuatén hukum harue memperhatikan baslie soelal
hukum vyaitu tempat beroperasinya'kyaitu masyarakatnyea
sehingga pelaksanaan‘hﬁkum itu bagaikan ikan dan airnya.
Dengan memasukl era industrislisasi maka muncul
beraneka macam produk vang dihasilkannya dengan berbagail
keprentingan vang mengikuﬁinya. Munculnya masyarakat
industri ini skan membawa dampak pada tata cara peng&turan
masyarakatnya. Ciri inilash yeng raling menonjol adalah
eemakin kompleknya dunia perdagangan (bienie) vang
memerlukan earana untuk membagani Beh;ngga akén terclipta
euasana ketertiban. Sekall lagil di eini hukum sangat bher-
peran untuk memberikan bagan dalam lalulintes perdagangan

tersgebut.



Sekalipun hukum sudah dibuat dengan bailk namun bukan
berarti tanpa resiko untuk dilanggar. Dalam lalulintas
rerdagangan eekrang ini dapa£ didugé adanya kemungkinean
renyimpangan-penyimpangan yvang dilakukan oleh para  pelaku
perdagangan atau bisnis (bienieman). Pembenturan atau per-
geseran kepentingan sampal padﬁ persaingan bisnie ada
kalsnya Bebagal hal yang menyébabkén tidak dipatuhinysa
hukum:. Sepertli halnya di Pasar Johar, eengketa-sengketa
‘dapat terjadi diantara pelaku-pelaku bienis 1itu eendiri
akibat tidak dipenuhinya spa yang seharuenya dilskukan
menurut hukum. Sudah barang tentu sengketa hukum teresebut
memerlukan suatu penyelesalan menulu pada ketentraman dan
kedamalan. Adapaun bagaimana bentuk atau pola penyelesal
gengkets hukum dl kalsngan pedagang atau pelaku bienie ini
peflu disdakan suatu penelitian khususnya di Pésar Johar

Semarang.



 PERMASALAHAN

Hubungan bishis sebenarnys lebih banyak diwarisi oleh
persoalan-persoalan ekonomi, tetapi kehadiran hukum tetap
diperlukan uhtuk memberikan kerangka agar Jalannya lalu
lintas 'perdagangan daéat berjalan lebih teratur karena
memang demikian itu salah satu cif; dari hukum. Meskipun

|
demikian perlu diajukan permasalahan :

1. Bagaimana persepel atau pandangan pedagang tentang

hukum 7

3

Apsdeh yang mereka butuhkan dari hukum dalam mengatur

hubungan dagané tersebut ? |

3. Apmkah mereka akan meiaksanakan hal-hal yang telah
diatur oleh hukum 7

4. Bagaimana bentuk penyelesalan sengketa Jilka terjadi

eengketa hukum 7





